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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas
Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupatendan Kota itu
mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 1 butir 2 menyatakan Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 34 Provinsi yang
dipimpin oleh Gubernur sebagai wakil dari Pemerintahan Pusat, yang mana
provinsiitu dibagi lagi menjadi Kabupaten dan Kota. Kabupaten dipimpin
oleh seorang Bupati dan Kota dipimpin oleh seorang Wali Kota.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu daerah di
Indonesia yang telah melaksanakan otonomi daerah dengan level
pemerintahan paling bawah yang dikenal dengan istilah Nagari. Nagari
merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Sumatera Barat

yang dapat diibaratkan sebagai sebuah Negara kecil yang didalamnya terdapat
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alat-alat perlengkapan Nagari yang disebut Pemerintahan Nagari yang mana
tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan
adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.*
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
tentang Nagari, Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk
menetapkan nama dan bentuk pemerintahan terendah dengan sebutan Nagari
atau nama lainnya. Dengan adanya kewenangan tersebut setiap Daerah
Kabupaten dapat menetapkan anggaran rumah tangganya sendiri. Nagari
diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahan,
termasuk dalam pengelolaan keuangan, serta melaksanakan pembangunan
untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Nagari.
Penetapan anggaran rumah tangga Nagari sebagaimana yang ditetapkan
dalam ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2018 tentang Nagari bertujuan untuk mengatur keuangan daerah
khususnya wilayah kenagarian, hal mana memiliki ruang lingkup keuangan
daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Rahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, yang meliputi:
1. Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan

pinjaman.

!Chairul Anwar, 1997, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau,PT.
Rineka Cipta, Jakarta, him. 24
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2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
dan membayar tagihan pihak ketiga.

3. Penerimaan daerah adalah keseluruhan uang yang masuk ke kas daerah.
Pengertian ini harus dibedakan dengan pengertian pendapatan daerah
karena tidak semua penerimaan merupakan pendapatan daerah. Yang
dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

4. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar di khas. Seringkali istilah
pengeluaran daerah tertukar dengan belanja daerah. Yang dimaksud
dengan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,
surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kekayaan daerah yanh dipisahkan.

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/ atau kepentingan
umum.

Nagari dalam menjalankan fungsi-fungsi Pemerintahan memiliki
kewenangan dan tanggung jawab yang cukup berat, mengingat Nagari
merupakan basis terendah yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Nagari dalam melaksanakan kewenangannya haruslah didukung dengan
ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai berbagai program yang telah
direncanakan sesuai kebutuhan dan prioritas Nagari. Oleh karena itu,

Pemerintah Nagari juga diberikan kebebasan dan kewenangan untuk
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mengatur dan mengelola keuangannya sendiri, namun harus berpedoman
pada aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan keuangan Nagari atau Desa diatur secara rinci dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 yang
kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
dan pertanggung jawaban. Selain itu Nagari dituntut untuk mampu membuat
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dikenal dengan istilah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari), dimana terdiri atas
pendapatan Nagari, belanja Nagari, dan pembiayaan Nagari.

Setiap Nagari dibentuk Pemerintahan Nagari sebagai penyelenggara
Pemerintahan Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pemerintahan
Nagari sendiri dipimpin oleh Wali Nagari dan dibantu oleh perangkat Nagari.

Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyatakan bahwa lembaga yang
menjalankan Pemerintahan Nagari adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN),
Pemerintahan Nagari, dan Peradilan Adat Nagari.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) mempunyai beberapa fungsi, tugas, dan
wewenang. Salah satu tugas dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah
Membahas dan Menyepakati RPN (Rancangan Peraturan Nagari) tentang
APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nagari). Dapat dikatakan bahwa tugas
legislasi yang selama ini dijalankan oleh BAMUS Nagari dialih fungsikan
kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga yang menjalankan

Pemerintahan Nagari.
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Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Point ¢ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2018 tentang Nagari, tugas dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) ada tiga,

yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Wali Nagari.

2. Menyusun Peraturan Nagari Bersama Wali Nagari.

3. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Dan fungsi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga penyelenggara urusan Adat Nagari.

2. Sebagai lembaga yang mengurus dan mengelola Adat Salingka Nagari.

3. Sebagai lembaga pendidikan dan pengemban Adat Nagari.

4. Sebagai lembaga pembinaan, pengembangan, perlindungan terhadap
unsur Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Pemuda Nagari,
dan unsur lainnya di Salingka Nagari.

5. Memberikan kedudukan hukum meunurut adat terhadap hal-hal yang

menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan hubungan
Keperdataan Adat, Persengketaan Sako Pusako, dan Syara’ di Nagari,
serta meningkatkan kualitas hubungan perantau dengan Nagari.

Salah satu Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Sumatera Barat yaitu

Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Koto Anau, Kecamatan Lembang

Jaya, Kabupaten Solok.Koto Anau merupakan salah satu Nagari yang ada di

Sumatera Barat.Nagari Koto Anau merupakan bagian dari konfederasi

Kubuang Tigo Baleh yang secara adat disebut sebagai “Nagari Adik”. Asal-

usul nama Nagari Koto Anau berasal dari kata Koto Anam yang berarti enam
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buah Koto (kampung) yang meliputi: Tanah Sirah, Koto Gadang, Limau

Lunggo, Batu Banyak, Koto Laweh, dan Batu Bajanjang.? Koto Anau

memiliki luas wilayah + 5000 ha dengan jumlah penduduk + 10.000 jiwa.

Koto Anau sendiri terdiri dari 12 jorong yaitu: Aia Angek, Balai Tinggi,

Kandang Jambu, Kayu Kalek, Kurai, Lembang, Pakan Kamih, Panta, Pasar,

Tabek Lacu, Tanah Sirah dan Timbulun.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan
judul: “PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI
(KAN) KOTO ANAU KABUPATEN SOLOK DALAM PEMBAHASAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI (APBN)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas,
penulis memiliki beberapa persoalan pokok yang menjadi topik bahasan
yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto
Anau Kabupaten Solok dalam pembahasan Anggaran Pendapatan
Belanja Nagari?

2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari
(KAN) Koto Anau Kabupaten Solok dalam pembahasan Anggaran
Pendapatan Belanja Nagari?

3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan ketua Kerapatan Adat Nagari
(KAN) Koto Anau Kabupaten Solok dalam mengatasi permasalahan

pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari?

2\Witrianto, 2011, Ranah-Ku-Kabupaten Solok, Dosen Fakultas Sastra, Universitas
Andalas, https://kotoanau.blogspot.com/2011/06/koto-anau-nagari-adik-di-kubuang-tigo_13.html
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah sebagai

berikut:

1.

Untuk menganalisa pelaksanaan tugasKerapatan Adat Nagari (KAN)
Koto Anau Kabupaten Solok dalam pembahasan Anggaran Pendapatan
Belanja Nagari.

Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat
Nagari (KAN) Koto Anau Kabupaten Solok dalam pembahasan
Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.

Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan ketua Kerapatan Adat
Nagari (KAN) Koto Anau Kabupaten Solok dalam mengatasi

permasalahan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.

D. Manfaat Penelitian

1.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pikiran bagi penulis tentang
tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam pembahasan Anggaran
Pendapatan Belanja Nagari (APBNag).

Sebagai sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan ke
depan dalam tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam pemerintahan di

Nagari Koto Anau.
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Metode penelitian sangat penting guna mendukung penulis dalam
mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
jenis penelitian Yuridis Sosiologis (Socio Legal Reserch) atau dapat
disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan

hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyatannya.®

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya,
yang mana melakukan penelitian turun langsung kelapangan dan
wawancara dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang

masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak

lain). Data sekunder antara lain sebagai berikut:

SBambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, him.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
2. Jenis Sumber Data
berikut:
a. Data Primer
b. Data Sekunder
15
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1) Bahan Hukum Primer
Bahan yang Dbersumber dari Perundang-Undangan,
yurispudensi, dan perjanjian internasional. Bahan hukum primer
yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.
4. UU Nomor 2 Tahun2007 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Nagari.
5. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
tentang Nagari
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, dan
dokumen, dll.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh
keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstuktur,
yakni hanya memuat garis besar dari wawancara.® Penulis dalam
penelitian ini melakukan wawancara dengan bapak Dahyar Kenedi

Dt. Nan Landung selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan

“Elisabeth Nurhaina B, 2018, Metode Penelitian Hukum, PT. Rafika Aditama, Bandung,
him 143
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10

bapak Jhoni Zulhan Dt. Panduko Kayo selaku bendahara Kerapatan
Adat Nagari (KAN), serta tokoh-tokoh lainnya yang berkaitan
dengan penelitian ini.
b. Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni
dengan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku,
atau literatur dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang

mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

4. Analisa Data
Analisa data pada penelitian ini bersifat kualitatif, karena
menghasilakan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan
dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Kesimpulan dalam bentuk

kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.
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